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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR lg /DPR RI/I/2018-2019

TENTANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PRIORITAS TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Juncto Pasal 65 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 juncto
Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi
Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019;

b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-
Undang Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6A/DPR RI/11/2014-2015;

c. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal
29 Oktober 2018 telah menyepakati Program Legislasi
Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018
dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan
Undang-Undang Tahun 2015-2019 untuk ditetapkan;



Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

d. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan
Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf c
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6137);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2018;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan
Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361);

. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia ke-7 tanggal 31 Oktober 2018;
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019
DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019.






